
 

 

 

WALIKOTA SORONG 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 

NOMOR  8  TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN  DINAS PERTANAHAN KOTA SORONG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SORONG, 

Menimbang  :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37  Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, perlu ditetapkan Dinas Pertanahan; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Sorong; 

  

Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 

Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian 

Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3960); 

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4884); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

11. Peraturan  Pemerintah   Nomor   12    Tahun   2017  

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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12. Peraturan  Pemerintah   Nomor   72    Tahun   2019  

tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Thun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalan Megeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Sorong; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

Dan 

WALIKOTA SORONG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS 

PERTANAHAN KOTA SORONG. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Sorong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Sorong. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sorong. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sorong. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 

10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Sorong. 

11. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Daerah Kota Sorong. 

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Sorong. 

13. Distrik adalah Distrik Kota Sorong. 

14. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Sorong. 

15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat 

UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Sorong.  

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Sorong. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

 

Bagian Kesatu  

Pembentukan 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan Kota 

Sorong. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

 

Pasal 3 

Dinas Pertanahan merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, pendukung Kepala Daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota 

melalui Asisten. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB IV 

HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal 5 

Hubungan kerja antar  perangkat daerah bersifat koordinasi 

tehnis fungsional dan teknis operasional;. 

 

 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal  6 

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 7 

Segala biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Sorong dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Sorong. 

 

 

Ditetapkan  di  Sorong   

pada tanggal 15 – 3 - 2021 

WALIKOTA SORONG, 

         CAP/TTD 

                 LAMBERTHUS JITMAU 

 

 

Diundangkan di Sorong 

pada tanggal 15 – 3 - 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, 

  CAP/TTD 

               YAKOB KARET 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN  2021 NOMOR : 8 

 

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 

(13/12/2020).  

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME 
Penata (III/c) 

NIP.19850511 201104 1 001 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DINAS PERTANAHAN 

 

I. UMUM 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh 

perangkat daerah yang terdiri dari  unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat 

daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang 

diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang 

melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta 

distrik sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan 

fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana 

dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas 

memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dan membantu pelaksanaan 

fungsi DPRD. 

 

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang 

terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, 

pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara 

optimal.   

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, 

dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja 

yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip 

penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. 

Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah 

adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic 
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apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), 

technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung). 

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan 

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi 

mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah 

melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan 

fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan 

mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). 

Fungsi  penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain 

meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan 

pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan 

pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai 

kebutuhan dan kharakteristik daerah. 

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, 

diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat 

diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan  daerah. 

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-

masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam 

rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.  

 

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan 

pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, 

efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-

masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta 

komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. 

 

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, 

jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai 

dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang 

wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.   

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Peraturan Pemerintah ini 

dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah 
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daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. 

Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat 

daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian 

serta tindakan administratif lainnya. 

 

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah 

senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, 

bimbingan,  supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan 

simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

 

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah 

ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang 

seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara 

tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. 

 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 8 
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